
GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 100.3.3. r/286 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEIIYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

SALINAN

bahwa sesuai dengan Pasal 73 huruf a Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan .Jangka Menegah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam persiapan
pen)'usunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu
dibentuk Tim Penyusun;

bah*,a berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur
tentang Pembentukan Tim Penyrsun Perubahan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2O25;

Menimbang:

Mengingat

a,

b.

l. Undang-Undang Nomor 2l Tahun 2O0l tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O0l Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 2 1 Tahun 2001 tcntang Otonomi Khusus Bagi Provinsi
Papua (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 202 1

Nomor 155, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6697);
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2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan l,embaran Negara Republik lndonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O23
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 4 l, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor
6856);

3. Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor l5 Tahun 2022 tentar.g Pembentukan
Provinsi Papua Tengah (l,embaran Negara Republik Indonesia
Tahwn 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 68O4);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2A17 tentang
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 20 l9 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

7 . Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 202 1 tentang
Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan
Otonomi Khusus Provinsi Papua (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 202 I Nomor 238, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6730);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 1O7 Tahun 2O2 1 tentang
Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk
Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan
Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 202 I Nomor 239, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6731);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2O I 7
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancanga-n
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menegah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Keda Pemerintah Dacrah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
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10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Ta},:ut 2O2O
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah {Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2O20 Nomor 1781);

11. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 22 Tatnn 2O22
tentang Organisasi dan Tata Keda Badan Perencanaan
Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Berita Daerah
Provinsi Papua Tengah Tahun 2O22Nomor 221;

MEMUTUSKAN:

Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Provinsi Papua Tengah Tahun 2025, dengan susunan
keanggotan sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini.

Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
mempunyai tugas sebagai berikut:
a. menyiapkan hd-hal yang berhubungan dengan kegiatan

tersebut; dan
b. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada DPA Badan Perencanaan
Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan
mempunyai daya laku surut terhitung bulan Januari 2025.

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

cAPlrTD
MEKI NAWIPA

engan aslinya
HUKUM,

NG, SH., M.H.
a2002t2roo2

Salinan tusan ini disampaikan keoada Yth:
l. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRPT di Nabire;
3. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BAPPEzuDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala BPPKAD Provinsi PapuaTengahdi Nabire;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 14 November 2O25



Pelanggung Jawab

Ketua

Wakil Ketua

Sekretaris

Anggota

I,,AMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR lOO.3.3.r/286 TAHUN 2O2s
TEI{TANG
PEMBENTUKAN TIM PEI{YUSUN PERUBA}IAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

Kepala Bapperida Provinsi Papua Tengah

Irvan Roberto Sapulete, S.STP.

Septian M. Pasaribu, S.STP., M.l.P.

l. Daniel parang Rupang, S.E.
2. Ishak Y. Sallembolo, S.STP.
3. Alvian Nipi, S.T.
4. Justinus Julianus Maryen, S.T.
5. Kent Sroyer, S.T.
6. Hendarto, S.STP.
7. Kavin Sada, S.Tr.I.P
8. Syalomita Ezra Rumbiak, S.Tr.l.P.
9. Valentino Mikael Tebai, S.Tr.I.P.
10. Mickael Alexander Kedepa, S.Tr.l.P
11. Petronela Mote, S.M.
12. Alfredo Juneidy Imbir, S.Sos.
13. Acmad Santoso
14. Muhammad Yusuf
15. Ida Andriani l*stari, A.Md.
16. Alfonsius fberto, S.T

GUBERNUR PAPUATENGAH,

cAP/TTD

MEKI NAWIPA

dengan aslinya
HUKUM,

*

NG, SH., M.H.
I 4200212roo2

Irianto, S.T., M.M.


